
I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3465); 

2. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495): 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5587). 
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5679); 

5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Mentcri Dalam Negeri Nomor 
188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedornan 
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Serita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 49); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ten tang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prociuk Tcmbakau Bagi 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380): 

a. bahwa sebagai pelaksanaan lcbih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kota Denpasar omor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tempat Lain 
Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Tanpa Rokok: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tcmpat Lain Yang 
Ditetapkan Sebagai Kawasan Tanpa Rokok: 

WALIKOTA DENPASAR. 

Mengingat 

Menimbang 

TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK 

TENT ANG 

OMOR 7 TAHUN 2016 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

W ALI KOT A DE PASAR 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Denpasar. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 
4. Kawasan Tanpa Rokok. yang selanjutnya disingkat KTR. adalah ruangan atau 

area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau memproduksi. menjual. 
mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk ternbakau. 

5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus tcrrnasuk ccrutu atau bentuk 
lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum. Nicotiana Rustica 
dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin. tar dan zat 
adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. 

6. Merokok adalah kegiatan membakar. menghisap. dan/atau menghirup rokok. 
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan keschatan. baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk 
kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan. 

9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan 
untuk kegiatan bermain anak-anak. 

10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri 
tertentu yang khusus dipergunakan untuk bcribadah bagi para perncluk 
masing-masing agama secara perrnanen. tidak termasuk tempat ibadah 
keluarga. 

11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa 
kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. 

12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau tcrbuka, 
bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja. atau yang dimasuki tenaga 
kerja untuk keperluan suatu usaha. 

13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakscs oleh 
masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dirnanfaatkan bersama-sama 
untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. swasta. dan/atau 
masyarakat. 

Pasal I 

KETE TUAN UMUM 

BABI 

TEMP AT LAIN YANG DITETAPKAN SF.BAGA! KA WASAN T J\NPA 
RO KOK 

MEMUTUSKA : 

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Kawasan 
Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 20 I 1 Nomor 10. 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 O); 

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 ten tang Kawasan 
Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7. 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7): 

9. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 
2012 Nomor 8, Tambahan Serita Daerah Provinsi Bali Nomor 8): 

Menetapkan 



(2) Tempat lainnya yang ditetapkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah balai banjar. 

(1) Ternpat lain yang ditetapkan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h 
antara lain meliputi lapangan/fasilitas olah raga. taman kota dan pedcstarian. 

Pasal 3 

TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN 
SEBAGAI KAW ASAN TANPA ROKOK 

BAB 111 

KTR rneliputi: 
a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. tempat proses belajar rnengajar; 
c. tempat anak bermain; 
d. ternpat ibadah; 
e. angkutan umum; 
f. ternpat kerja; 
g. ternpat urnurn; dan 
h. ternpat lain yang ditetapkan. 

Pasal 2 

KAWASAN TANPA ROKOK 

BAB II 

14. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat 
dimanfaatkan bersama-sarna untuk kegiatan masyarakat. 

15. Balai banjar adalah sebuah bangunan yang bersi fat umum. yang dapat 
dipergunakan oleh anggota banjar. baik itu untuk kegiatan rapat. kcgiatan 
urnurn lainnya yang mendatangkan orang banyak. 



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 7. 

RAI ISWARA 

KOTA DENPASAR, 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 21 Maret 2016 

*WALIKOTA DENP/\SAR.~ 

,lr-y 
fi'RAI DPfA MAWIJAYA MANTRA 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 21 Maret 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dcnpasar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VI 


